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Reguler</p><p>Judul : Penerapan <em>Informed Consent</em> Dalam Tindakan Operasi

Implan Gigi (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Brt, 669/Pdt/2016/Pt.Dki, Dan
3203k/Pdt/2017)</p><p> </p><p> </p><p>Hukum Kesehatan mengenal prinsip <em>informed consent
</em>yaitu kewajiban seorang dokter gigi untuk terlebih meminta persetujuan pasien apabila akan
melakukan suatu tindakan medis. Berkaitan dengan pengimplementasian prinsip tersebut maka skripsi ini
akan membahas permasal ahan mengenai kompetensi dan kewenangan dokter gigi dalam tindakan implan
gigi yang didasari pada analisis putusan nomor: 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, 669/PDT/2016/PT.DKI, dan
3203K/PDT/2017. Selanjutnya membahas mengenai pengaturan dan penerapan <em>informed consent
</em>dalam tindakan implan gigi didasari pada analisis putusan nomor: 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,
669/PDT/2016/PT.DKI, dan 3203K/PDT/2017. Terakhir membahas tanggung jawab hukum dokter gigi
dalam penerapan <em>informed consent</em> pada tindakan implan gigi didasari pada analisis putusan
nomor: 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, 669/PDT/2016/PT.DKI, dan 3203K/PDT/2017. Pada skripsi ini
penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
carameneliti peraturan perundang-undangan atau data sekunder untuk penelitian yang berkaitan dengan
permasal ahan yang diteliti. Berdasarkan permasal ahan yang telah dianalisis terdapat beberapa kesimpulan
yakni, pertamadrg. Yus Andjojo D.H., selaku Tergugat memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan
impalan gigi. Kedua Indonesia saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur mengenai <em>informed consent </em>dalam tindakan implan gigi. Ketiga bentuk tanggung
jawab hukum atas kelalai penerapan <em>informed consent,</em> dokter gigi dapat dikenakan pasal 1366
KUHPerdata. Berdasarkan analisis penulis memiliki beberapa saran yakni, pertama dokter gigi yang akan
mel akukan tindakan medis khususnya tindakan implan gigi agar dapat lebih cermat memahami kompetensi
dan kewenangan yang dimiliki, kedua Majelis Hakim harus |ebih cermat dalam mempertimbangkan unsur-
unsur dalam pasal yang didugatelah dilanggar oleh Tergugat, terakhir perlu dilakukan sosialisasi oleh
Persatuan Dokter Gigi Indonesia maupun organisasi atau perkumpulan dokter gigi lainnya mengenai
tanggung jawab hukum bagi dokter gigi dalam melakukan tindakan medis salah satunyaimplan
gigi.</p><p> </p><p> </p><p>Kata Kunci: Hukum kesehatan, <em>Informed consent</em>, Implan
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11/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Brt, 669/Pdt/2016/Pt.Dki, and 3203k/Pdt/2017)</p><p> </p><p> </p><p>Hedth
Law recognizes the principle of informed consent, which is the obligation of a dentist to first seek the
patient’ s consent when he will take a medical action. In connection with the implementation of these
principles, thisthesis will discuss issues regarding the competence and authority of dentistsin dental implant
actions based on the analysis of decision number: 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, 669/PDT/2016/PT.DKI,
and 3203K/PDT/2017. Next discuss about regulation and application of informed consent in the dental
implant procedure based on analysis of decision number: 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,
669/PDT/2016/PT.DKI, and 3203K/PDT/2017. And finally discussing the dentist’s legal responsibility in
applying informed consent to the dental implant action based on the analysis of decision number:
11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, 669/PDT/2016/PT.DKI, and 3203K/PDT/2017. At this thesis the author uses
the method of normative legal research that islegal research conducted by examining legislation or
secondary data for research relating to the problem under study. Based on the problems that have been
anayzed there are several conclusions, namely, firstly drg. Yus Andjojo, D.H., as the defendant has the
authority to carry out dental implant. Second, Indonesia currently does not yet have legislation that
specifically regulates informed consent in the dental implant procedure. The third form of legal
responsibility for negligence of the application of informed consent, the dentist can wear article 1366 of the
Civil Code. Based on the analysis of the researcher has several suggestions, firstly, dentists who will
perform medical actions, especialy dental implants in order to more accurately understand their competence
and authority, secondly, the panel of judges must be more careful in considering the elementsin the article
which the defendant allegedly violated, finally, the Indonesian Dentist Association and other dentist
organizations or associations need to do socialization regarding the legal responsibility of dentistsin
carrying put medical procedures, one of which is dental implants.</p><p> </p><p> </p><p>Keyword:
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